BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis melalui pembahasan

dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian disertasi ini sampai pada
kesimpulan sebagai berikut:

1.

4.2

Mengingat kelemahan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem
self assessment adalah keterbatasan data dan informasi dari wajib pajak, maka
ratio legis pengampunan pajak lebih tepat berorientasi pada keterbukaan
dibandingkan dengan penerimaan pajak. Dengan demikian, kebijakan
pengampunan pajak dapat dijadikan momentum oleh pemerintah untuk
mengevaluasi sistem administrasi perpajakan yang ada ke arah lebih efektif dan
efisien di masa mendatang.

Ratio legis UU Pengampunan Pajak dengan prioritas utama penerimaan pajak
berdampak pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang bermasalah
dari segi formil pemilihan upaya hukum dan dari segi materi perkara.
Banyaknya konflik hukum dalam UU Pengampunan Pajak dan undang-undang
perpajakan lainnya, mengakibatkan kebutuhan akan Hakim Pengadilan Pajak
yang Dberintegritas dan memiliki kompetensi pengetahuan hukum serta
perpajakan yang memadai semakin penting.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Pasca diperolehnya basis data, pemerintah perlu mempersiapkan upaya
penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan agar di masa
mendatang tidak ada lagi wajib pajak yang menghindari kewajiban
perpajakannya. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan
revisi terhadap undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang KUP,
Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang PPh.

Perlunya reformasi di Pengadilan Pajak melalui pembaharuan UU Pengadilan
Pajak untuk mengoptimalkan kinerja hakim. Kedudukan Pengadilan Pajak harus
dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Lebih lanjut, perlunya
Pengadilan Pajak untuk merekrut hakim dengan kompetensi hukum memadai dan
berintegritas melalui proses seleksi hakim Karier, sehingga diharapkan pada masa
mendatang setiap putusan Pengadilan Pajak dihasilkan melalui pertimbangan dan
penalaran hukum hakim yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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